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BUPATI SUMENEP

PERATURAN BUPATI SUMENEP

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BUPATI SUMENEP
	Menimbang

Mengingat

Menetapkan


	:

:

:


	a. bahwa pengaduan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; 

b. bahwa pengaduan pelayanan publik dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi penanganan pengaduan pelayanan publik, perlu mengatur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara          Nomor : Per/20/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara         Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara         Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara         Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

M E M U T U S K A N

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;

2. Bupati  adalah Bupati Sumenep;
3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
4. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik;

5. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik;

6. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

7. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

9. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
BAB  II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal  2
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi sekaligus sebagai media menerima pengaduan dari masyarakat yang dapat diakses melalui SMS Nomor akses 081.3333.000.33 dan home page / situs www.sumenep.go.id. 

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah :
a. 
memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi;

b. 
membangun kedekatan masyarakat dengan aparatur pemerintah;

c. 
membangun kepercayaan dan citra positif masyarakat kepada pemerintah; 

d.
meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat;

e.
terakomodasinya pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedua

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal  4

(1) Sasaran Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah seluruh pihak yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, meliputi Masyarakat Umum, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak lain.

(2) Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan Masyarakat mencakup  penanganan  pengaduan  masyarakat  terdiri  dari :

a. SMS Pengaduan dengan nomor akses 081.3333.000.33 serta dilengkapi keycode (kode kunci);

b. Kritik dan Saran pada home page / situs www.sumenep.go.id;

c. Kotak Saran pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan;

d. Buku Keluhan pada Zal/ Ruangan pelayanan;

e. Hotline (Telpon dan Faximile) pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan;

f.   Surat keluhan/ pengaduan secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit penyelenggara pelayanan.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pengaduan masyarakat dan keycode (kode kunci) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

No.

Instansi

User /

id Operator

Keycode

1

Dinas Pendidikan
disdik

disdik
2

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
disnakertrans

naker

3

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
disbudpapora

wisata

4

Dinas PU Bina Marga

dispubima

Pub

5

Dinas PU Pengairan

dispup

Pup

6

Dinas PU Cipta Karya

dispucikataru

Taru

7

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

diskop

Ukm

8

Dinas Kelautan dan Perikanan

diskp

Dkp

9

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

disperta

Tani

10

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

dishutbun

hutbun

11

Dinas Peternakan

disternak

ternak

12

Dinas Komunikasi dan Informasi

bakominfo

kominfo

13

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

indag

indag

14

Dinas Sosial

dinkessos

dinsos

15

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
capil

dukcapil

16

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Aset

dispenda

ppka

17

Dinas Kesehatan

dinkes

dinkes

18

Dinas Perhubungan

dishub

dishub

19

Inspektorat

inspektorat

pengawas

20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

bappeda

bappeda

21

Badan Kepegawaian dan Diklat

bkpp

Bkd

22

Badan Lingkungan Hidup

blh

Blh

23

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
bpmpkb

bpmp

24

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

linmas

linmas

25

Kantor Kebersihan dan Pertamanan

kkp

bersih

26

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

perpus

perpus

27

Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral
energi

esdm

28

Satuan Polisi  Pamong Praja

polpp

polpp

29

Bagian Perekonomian Setda 

samsat

perijinan

30

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
pdam

pdam

31

RSUD Dr. H. Moh Anwar

rsd

Rsd

32

PT. BPRS Bhakti Sumekar

bprs

Bprs

33

Radio Gema Sumekar

rgsfm

Rgs

34

admin

admin

admin

(4) Cara pengiriman Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan:

a. Pengiriman SMS Pengaduan dilakukan dengan langkah Ketik keycode (kode kunci) spasi isi pesan, kirim ke 081.3333.00.33

b. Pengiriman saran dan kritik melalui home page / situs www.sumenep.go.id dapat dilakukan dengan langkah-langkah :

1) klik kirim pada Link (sub domain) saran dan kritik di sebelah kiri;
2) menentukan tema, saran dan kritik;
3) menentukan SKPD yang dituju;
4) mengetik saran dan kritik yang akan disampaikan;
5) mengisi identitas pengirim;
6) klik kirim saran dan kritik.
Bagian Ketiga

Prinsip Pengelolaan Pengaduan

Pasal  5

Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani oleh setiap instansi pemerintah dalam menangani pengaduan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :
a. obyektifitas bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;

b. koordinasi bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;

c. efektifitas dan efisiensi bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
d. akuntabilitas bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

e. kerahasiaan bahwa penanganan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya;

f. transparan bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka.

Bagian Keempat
Teknis Pengelolaan Pengaduan

Pasal  6

(1) Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana pengaduan serta menugaskan pelaksana/ petugas yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

(2) Pengaduan yang diterima oleh sistem pengelolaan pengaduan wajib memberikan tanggapan/ jawaban/ feedback setelah disetujui oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pimpinan dan petugas pengelola bertanggung jawab terhadap tanggapan/ jawaban/ feedback yang diberikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.

(4) Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada Bupati Sumenep. 

Pasal 7

(1) Mekanisme dan cara kerja sistem mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.

(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
a. identitas pengadu;

b. prosedur pengelolaan pengaduan;

c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;

d. prioritas penyelesaian pengaduan;

e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;

f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;

g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;

h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;

i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; 
dan

j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses. 
Bagian Kelima
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 8

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III

PENUTUP
Pasal  9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

	
	                                                                               Ditetapkan di  : Sumenep                                                                    pada tanggal  : 10 Mei 2010
BUPATI SUMENEP
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